Lampiran

Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

bahwa untuk menentukan arah dan ukuran keberhasilan
pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Papua, perlu
menetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi
Papua;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Provinsi Papua;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023
tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Papua;
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023
Nomor 5;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN
2024-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Provinsi adalah Provinsi Papua.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Papua.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi yang selanjutnya
disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan
Inovasi Daerah di Provinsi Papua.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode transisi 2 (dua)
tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran
berhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi dan
merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
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BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Pasal 3

(1) IKU Provinsi merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh SKPD
untuk :

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

b. penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

c. menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK);

d. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan;

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPD
Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

(2) IKU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

BAPPERIDA, Inspektorat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua,
berkewajiban melakukan :

a. monitoring atas penerapan IKU Provinsi dan SKPD; dan

b. monitoring dan evaluasi atas capaian IKU Provinsi dan SKPD untuk
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan
akuntabilitas kinerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua
Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun
2019 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 7 Februari 2025
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

NELWANSAGRIM, SH., M.Hum

NIP. 19741205 200212 1 007
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